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A. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara (Presiden & 
MPR) Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum 
Amandemen. 

1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut 

UUD 1945 (Sebelum Amandemen); 

x Indonesia Negara yang Berdasar Hukum 

(Rechsstaat) 

´1HJDUD� ,QGRQHVLD� EHUGDVDU� DWDV� KXNXP�

(Rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(Machsstaat). 

x Sistem Konstitusional 

´3HPHULQWDK� EHUGDVDU� DWDV� NRQVWLWXVL� �KXNXP�

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang 

WLGDN�WHUEDWDV��µ 

LEMBAGA KEPRESIDENAN 

DAN MPR MENURUT UUD 

1945 
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DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si. 

 

A. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 

(Sebelum Amandemen) 

1. Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

a. Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 

1) Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 

dinyatakan sebagai berikut : 

´«� PDND� GLVXVXQODK� NHPHUGHNDDQ�

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 

yang terbentuk dalam suatu susunan 

negara republik Indonesia yang 

EHUNHGDXODWDQ�UDN\DW�«µ 

2) Dalam penjelasan pasal 1 UUD 1945 dinyatakan 

sebagai berikut : 

LEMBAGA-LEMBAGA 

NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA 
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A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perusahaan-Perusahaan 

Negara 

Perusahaan negara atau yang kemudian lebih 

dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) telah dikenal sejak era pemerintahan Orde 

Lama. Menurut Media BUMN (2019: 2), praktik 

perusahaan negara di Indonesia berawal dari praktik 

pemerintah kolonial dalam memonopoli opium, 

pegadaian, pos, bank, industri telegraf dan telepon, listri, 

serta kereta api yang dikelola oleh sebuah badan usaha 

yang bernama Department van Gouvernementsbedrijven. 

Lalu, pasca Konferensi Meja Bundar, pemerintah 

Indonesia mendapatkan kepemilikan yang besar atas 

fasilitas publik dari Belanda, seperti bus, kereta api, bank, 

dan perusahaan komunikasi (Media BUMN, 2019: 2). Hal 

tersebut berlanjut hingga era demokrasi terpimpin di 

ADMINISTRASI 

PERUSAHAAN-

PERUSAHAAN NEGARA 



72 
 

Daftar Pustaka 

 

Alif, M. R. (2013). Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah 

Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal 

Hukum Dan Pembangunan, 43(3), 381²408. 

Asnawi, D. S. (2002). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Sebagai salah satu Pilar Utama Ekonomi Nasional. Studia 

Press. 

Djohan, A. (2008). Aspek Hukum Perseroan Terbatas. 

Harvarindo. 

Esmara, H., & Cahyono, H. (2000). Jejak Perlawanan Begawan 

Pejuang Soemitro Djojohadikusumo. Pustaka Sinar 

Harapan. 

Ginting, M. M., Sirait, N. N., & Windha. (2013). Pengecualian 

Praktek Monopoli Yang Dilakukan Oleh BUMN 

Sesuai Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999. Jurnal Hukum 

Ekonomi, 2(2), 1²8. 

Harahap, S. (2018). Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan 

Integratif (M. Yafiz (ed.)). FEBI UIN-SU Press. 

Hartini, R. (2017). BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara 

dan Hukum Kepailitan di Indonesia. Setara Press. 

Kamal, M. (2011). Konsep Corporate Governance di 

Indonesia×: Kajian atas Kode Corporate Governance. 

Jurnal Manajemen Teknologi, 10(2). 

Kansil, C. (2013). Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia. Sinar Grafika. 

Khairandy, R. (2013). Pokok-Pokok Hukum Dagang. FHUII 

Press. 

Media BUMN. (2019). Apa Itu BUMN? Pengertian BUMN, 



75 
 

Tentang Penulis 

 

Dr. H. Nawir Rahman, S.E., M.Si, 

lahir di Sompu, 15 Agustus 1973. 

Menyelesaikan pendidikan Sarjana 

Ekonomi di STIE Isti Ekatama 

Upaweda, Yogyakarta.  Tahun 

2008 menyelesaikan studi Magister 

Manajemen di STIA LAN 

Makassar dan tahun 2015 berhasil menyelesaikan Program 

Doktor dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik di 

Universitas Negeri Makassar. Di tahun 2004 ² 2009, 2009-

2014 dan 2014-2019 sempat menjadi anggota DPRD 

Kabupaten Takalar sembari menjadi pengajar LB di berbagai 

kampus swasta di Makassar.  Selepas dari parlemen di akhir 

2019, beralih profesi dari politisi ke dunia kampus dan 

menjadi pengajar tetap di STKIP Pembangunan Indonesia 

Makassar dan beberapa kampus swasta lainnya.  

Beberapa artikel yang ditulisnya termuat pada harian lokal 

di Makassar, yaitu: Bermimpi Terwujudnya Kesejahteraan 

Rakyat, Kolom Opini Harian Fajar Makassar, 11 Mei 2011; 

Mengurus Rakyat Bukan Perkara Mudah, Kolom Opini 

Harian Fajar, 13 Juli, 2011; Berlomba meraih kekuasaan 

dalam Pemilukada, 10 Februari 2016, Harian Rakyat Sulsel; 

dan menulis Buku Kelembagaan Legislasi (Peta Jalan Politik 

Menuju Penguatan), Fahmis Pustaka 2017. 

Selain itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai  Kader 

Golkar Termuda di Sulsel yang terpilih menjadi Anggota 

DPRD Tahun 2004 dan menjadi bagian dari 100 Politisi 



76 
 

Berpengaruh di Sulselbar Tahun 2015 versi Harian Rakyat 

Sulsel. Saat ini masih memegang amanah sebagai Ketua PC 

FKPPI dan Ormas Kosgoro Kabupaten Takalar.  
 
 
 
 
 

  



77 
 

BAB 

4 

 

Dr. Indra Wijaya, S.ST, M.AP 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota 

Makassar dan Institut Teknologi dan Bisnis Nobel 

Indonesia Makassar 

Email: wijaya.indra0293@gmail.com 

 

A. Pengertian Pemerintah Daerah 

Salah satu jalan untuk mencapai gagasan tentang 

apa yang dimaksud dengan istilah "pemerintah daerah" 

adalah dengan mencari asal-usul historis dari ungkapan 

tersebut. Hal tersebut amat luar biasa betapa sangat 

modern istilah itu. Hal itu menjadi topik utama dalam 

diskursus sehari-hari para kaum ilmuwan dan praktisi 

sampai paruh kedua abad kesembilan belas. Pada abad 

sebelumnya, para penulis tentang administrasi negara 

Inggris merujuk pada "pemerintah bawahan", yang 

dengannya mereka mengumpulkan mesin-mesin untuk 

menegakkan hukum-hukum kerajaan; tetapi ide yang 

agak berbeda terletak di balik istilah modern. Penjajaran 

kata "lokal" dan "Pemerintah" muncul dari frasa di mana 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 
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A. Pendahuluan  

Sesuai dengan ditetapkannya Undang-undang 

Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan 

perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah maka harus didorong 

dengan desentralisasi urusan administrasi pemerintahan 

desa, demi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Administrasi Pemerintahan Desa 

dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa 

(Higau.2015). Pelayanan kepada masyarakat menjadi 

salah satu aspek paling penting di dalam pelaksanaan 

fungsi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi 

aparatur negara dimana pemerintah adalah pelayan 

masyarakat terutama yang berkaitan dengan 
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A. Pengertian, Sebutan dan Tingkatan Otonomi Daerah 

1. Pengertian Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak 

wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat 

dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. 

Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, 

diserahkan sebagai kewenangan pemerintahan yang 

wajib dilaksanakan sejumlah 11 bidang pemerintahan.  

Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan 

Otonomi Daerah, maka dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia 25 Tahun 2000 dengan 

tujuan untuk memperjelas dan memberikan ketegasan 

di samping membatasi kewenangan pemerintah dan 

kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, karena 

pemerintah dan Provinsi hanya diperkenankan 

SISTEM 

PEMERINTAHAN 

OTONOMI DAERAH 
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Jika dalam hidup dalam bermasyarakat, kita bisa 

menyuarakan berbagai macam pendapat kita mengenai 

informasi atau subjek apa pun yang kita inginkan. Sesuai 

undang-undang, hak-hak yang dijamin kepada kita dalam 

konstitusi kita, setiap individu bisa dan dapat membuat ide-

ide mereka diketahui oleh masyarakat. Secara alami orang-

orang dengan pandangan dan ide yang sama akan 

cenderung membentuk kelompok bersama. Kelompok-

kelompok ini, atau partai-partai adalah bagian penting dari 

sistem politik kita.  

Satu orang saja tidak bisa benar-benar mengubah apa 

pun, pada umumnya sebuah ide atau demonstrasi yang 

dilakukan oleh satu orang bisa mendapatkan perhatian 

tetapi biasanya dibutuhkan kelompok besar yang bersama-

sama untuk bisa diperhatikan, sangat mudah bagi kelompok 

(semakin besar semakin baik) untuk bisa diakui jika mereka 

memiliki ide untuk diusulkan kepada pemerintah. Melalui 
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A. Pengertian Pemilu 

Menurut Sarbaini (2015:107) menyatakan bahwa 

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi 

jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan 

menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga 

negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara 

yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan 

pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta 

dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga 

negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. 

Morrisan (2005:17) mengemukakan bahwa 

pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk 

mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan 

kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa 

pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem 

pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya. 
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UMUM 
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